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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Pandangan advokat di Kota Padang dalam memahami batasan hak 

imunitas seorang advokat pada saat menjalankan tugas profesinya 

dengan itikad baik 

Dalam praktek banyak persepsi berbeda terkait  pemahaman hak 

imunitas advokat dalam menjalankan tugasnya tidak hanya dikalangan 

advokat sendiri namun juga dikalangan aparat penegak hukum seperti 

kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi tarmasuk 

masyarakat. Pandangan tersebut bukan tanpa alasan, karena banyak 

advokat tersangkut kasus hukum namun itu tidak berbenturan dengan hak 

imunitas menurut aparat penegak hukum lain. Penulis mencoba 

melakukan penelitian kepada 3 Organisasi Advokat di Kota Padang, 

masing-masing Perhimpunan Advokat DPC Padang, Perhimpunan 

Advokat Indonesia DPC SAI Padang, Asosiasi Pengacara Syariah 

Indonesia  ( APSI ).  

2. Upaya organisasi advokat di Kota Padang  untuk memberikan 

pemahaman batasan hak imunitas seorang advokat pada saat 

menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik 

a. Seminar dan Workshop Terkait Hak Imunitas Advokat 

b. Publikasi Buletin dan Panduan Hukum 

c. Pelatihan Etika dan Kode Etik Profesi 

d. Sosialisasi di Komunitas Lokal 

e. Program Pendidikan di Perguruan Tinggi Hukum 
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f. Pembentukan Komite Hak Imunitas 

g. Pemberdayaan Melalui Media Sosial 

h. Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Penegak Hukum 

B. Saran 

1. Organisasi advokat harus nya memberikan kriteria batasan yang jelas 

mengenai sejauh mana hak imunitas tersebut bisa di gunakan agar tidak 

adanya oknum advokat menyalahgunakan hak imunitas tesebut yang 

dapat mengakibatkan pelanggaran hukum. 

2. Harus ada satu pemahaman bersama dengan aparat penegak hukum 

lainnya terkait dengan hak imunitas advokat. 
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